SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas maka setiap rencana
pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan lalu
lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis
dampak lalu lintasnya;

b. bahwa guna memberikan dasar dan pedoman dalam
penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana
pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan
infrastruktur perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis

Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



3.

e

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pcrubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rckayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.75 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan  Peraturan  Menteri Perhubungan
Nomor PM 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);



Dengan Persclujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Menctapkan

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

BAB I
KETIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

l.
2.

6.

Dacrah adalah Kabupaten Kampar.

Pemerintah  Dacrah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Kampar.

Bupati adalah Bupati Kampar.

Dinas adalah pcrangkat daerah yang membidangi
urusan perhubungan di Kabupaten Kampar.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahi
urusan Perhubungan di Kabupaten Kampar.

Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut
Andalalin adalah scrangkaian kegiatan kajian mengenai
dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan,
pemukiman dan infrastruktur  yang  hasilnya
dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis
dampak lalu lintas.

Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh  yang
mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas
menjadi tingkal vang lebih rendah, diakibatkan oleh
suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur-unsur
Jaringan transportasi jalan.

Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan
ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas
dengan  tetap memperhatikan  faktor kecepatan dan

keseclamatan.



9.

10.

Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau
usaha berkaitan dengan pemanfa’atan ruang di dalam
suatu kawasan atau lokasi.

Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk

dan kcluar rata-rata per hari atau selama jam puncak

vang dibangkitkan olch suatu kegiatan dan/atau

usaha.

Il.Jalan adalah scluruh bagian jalan, termasuk bagian

12.

13.

pclengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah,
diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
dan/atau air, scrta diatas permukaan air kecuali jalan
rel dan jalan kabel.

Dokumen  Andalalin - adalah  hasil  Studi/ Kajian
mengenal dampak  suatu  kegiatan dan/atau usaha
tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi
proses  pengambilan  keputusan, yang terdiri  dari
dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja
lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa
lalu lintas jalan.

Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas  adalah
perencanaan  manajemen dan  rckayasa lalu  lintas
terhadap  kegiatan  dan/atau usaha tertentu yang
meliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu
kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disckitar
suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan
akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
Manajemen  dan Rckayasa Lalu  Lintas adalah
secrangkaian  usaha dan kegiatan  yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan
pemeliharaan lasilitas perlengkapan jalan dalam rangka
mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.



Pasal 2
Tujuan Pembentukan Peraturan daerah ini adalah
untuk  mengatur  dan mengendalikan setiap
kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha
tertentu yang  dapat  menimbulkan dampak

terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3
Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini
adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum
kepada  masyarakat dan  aparatur pemerintah
dacrah dalam merencanakan, mengendalikan dan
mengawasi pembangunan pusat kegiatan,
pemukiman, dan infrastruktur agar dapal
diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas

yang akan ditimbulkan.

BAB 11
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4
Sctiap  rencana pembangunan  pusat kegiatan,
permukiman,  dan  infrastruktur  yang akan
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,
kcetertiban  dan/atau  kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak

lalu lintas.

Pasal 5
(1) Pusat kegiatan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan

untuk :



(2)

(3)

(4)

a. kegiatan perdagangan;

b. kegiatan perkantoran;

¢. kegiatan industri;

d. fasilitas pendidikan;

¢. fasilitas pclayanan umum; dan

l. kegiatan lain yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/alau tarikan lalu lintas.

Permukiman scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 berupa bangunan yang digunakan

untuk :

a. perumahan dan permukiman:

b. rumah susun dan apartemen; dan

¢. permukiman lain yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Infrastruktur scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 bcrupa bangunan yang digunakan

untuk :

4. akses ke dan dari jalan tol;

b. pelabuhan;

. bandar udara;

d. terminal;

¢. stasiun kercta api;

[, pool kendaraan;

g. fasilitas parkir untuk umum; dan

h. infrastruktur lainnya.

Ketentuan Iebih lanjut mengenai kriteria pusat

kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang

dapat  menimbulkan gangguan keamanan,

kesclamatan, ketertiban, dan kelancaran  lalu

lintas angkutan jalan schbagaimana dimaksud

pada avat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 6
Iasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah
salu  persyaratan  pengem bang atau pcmbangun

untuk mempceroleh

a. azin lokasi;

b. izin mendirikan bangunan; dan

¢. izin pembangunan bangunan gedung dengan
fungsi  khusus sesuai dengan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan  di bidang

bangunan gedung,.

BAB 111
TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7
Pengembang atau pembangun melakukan analisis
dampak lalu  lintas dengan menunjuk lembaga
konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat
atau yang memiliki pengetahuan di bidang teknik
perencanaan transportasi, tcknik manajemen dan

rekayasa lalu lintas.

Pasal 8

(1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam
bentuk  dokumen hasil analisis dampak lalu
Imtas.

(2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas
scbhagaimana  dimaksud pada ayat (1) paling
secikit memuat
a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan

angkutan jalan akibat pcmbangunan;



(3)

(1)

(3)

b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan
adanya pengembangan;

¢. rckomendasi  dan  rencana  implementasi
penanganan dampak;

d. tanggung jawab pemcrintah kabupaten dan
pengembang atau pembangun dalam
pcnanganan dampak;

¢. rencana pemantauan dan cvaluasi; dan

[ gambaran umum lokasi yang akan dibangun
atau dikembangkan,

Tanggung jawab pengembang atau pembangun

dalam penanganan  dampak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam
lokasi  pusat  kegiatan, permukiman, atau

infrastruktur vang dibangun atau dikembangkan.

BAB IV
PIENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 harus disampaikan
kepada Bupati untuk mendapatkan
persctujuan.

Bupati memberikan persetujuan dalam jangka
waktu 7 (wgjuh) hari kerja secjak ditcrimanya
dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara
lengkap dan memenuhi persyaratan.

Bupati dapal mclimpahkan kewenangan untuk
maonctapkan persetujuan scbhagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.



Pasal 10

(1) Dalaim memberikan persctujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati
membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis
dampak lalu lintas.

Tim cvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan,

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Tim cvaluasi schagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

(1)

(.

}

mempunyai tugas:

a. mclakukan penilaian terhadap hasil analisis
dampak lalu lintas; dan

b. menilai kelayakan rckomendasi yang
diusulkan cdalam hasil analisis dampak lalu
lintas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan

tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu

Iintas  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditctapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11
Hasil  pcenilaian tim cvaluasi  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada
Bupati,
Dalam hal  hasil  pcenilaian  tim  evaluasi
menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas

belum  memenuhi o persyaratan, maka Bupali

maengembalikan hasil analisis kepada
pengembang atau pembangun untuk

disempurnakan.



Pasal 12

(1) Dalam hal  hasil  penilaian tim  evaluasi

(2)

(3)

(

)

menyatakan  hasil analisis dampak lalu lintas
telah - memenuhi persyaratan, maka Bupati
meminta kepada pengembang atau pembangun
untuk membuat dan menandatangani surat
pernyalaan kesanggupan mecelaksanakan semua
kewajiban vang tercantum dalam dokumen hasil
analisis dampak lalu lintas.

Sural pernyataan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus  terpenuhi  sclama  pusat kegiatan,

permukiman, dan inlrastruktur dioperasikan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13
Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen
dan rckayasa lalu lintas dilakukan dalam bentulk
pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
Dalam hal suatu kegiatan dan/atau usaha telah
memiliki - persctujuan  andalalin, Tim scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 avat (1) dapat melakukan
cvaluasi apabila (crdapat :
a. Perubahan peruntukan ;
b. Perubahan syarat zoning ;
¢. Pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau

usaha ;
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(3)

(1)

(2)

d. Hasil pcramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan
dan/atau wusaha lain yang belum dan harus
dimasukkan dalam analisa.

Pengawasan  schagaimana dimaksud pada ayal

(1) cilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14
Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen
dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam
bentuk pemberian sanksi,
Pengendalian scbagaimana dimaksud pada ayat

(1} dilakukan olch Kepala Dinas.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15
Sctiap  pengembang  atau pembangun  yang
mclanggar ketentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi
administratif olch pemberi izin.
Sanksi  administratif scbagaimana dimaksud
pada aval (1) berupa :
a. peringatan tertulis;
h. penghentian sementara kegiatan;
¢c. pembatalan izin; dan
d. pencabutan izin.
Ketentuan  Iebih lanjut mengenai  tata  cara
pengenaan  sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan

Bupati.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KAMPAR,
ttd

AZIS ZAENAL
Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR,
ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.114.C/2017

Salinan sesyai dengan aslinya
AN HUKUM DAN HAM

Ay 4
v / 3
J{!t‘t‘i:‘f

v SETOAY
\3__\“‘},\1’- KFU{TEJLMAN SH
\ ,c,.\w.,.ﬂp” ﬁat’a Tk. I

b Nip. 19671021 200012 1001
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I1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat
penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi didalam suatu
pembangunan di daerah. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan
jalan di jalan di daerah khususnya di jalan Kabupaten haruslah diatur
sehingga pembangunan yang berada pada jalan Kabupaten di suatu
wilayah dapat terlaksana dan juga keselamatan dan kelancaran serta

ketertiban pengguna jalan juga terjamin.

Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan dalam setiap
rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur
yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis dampak lalu
lintas paling sedikit memuat :

a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya

pengembangan;

c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;

d. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun

dalam penanganan dampak; dan

e. Rencana pemantauan dan evaluasi.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4 »
Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pu

‘: t 3 5 » 1.1 E ]

atau pcningkatan kepadatan.

kegiatann, permukiman dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko
terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan

maupu n persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan
ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat

kegiatan, permukiman dan infrastruktur

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat
pelayanan lalu lintas.

Pasal 5
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan”

antara lain pusat perbelanjaan (mall) dan pusat
pertokoan.

Hurui b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Hurufd

Cukup jelas
Hurufe

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan umum”

antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.



Huruf f
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain
stasiur. peugisian bahan bakar umum, gedung
pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas
olahraga(indor atau outdoor)

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b |
Cukup jelas.

Hurufc
Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara

lain asrama

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh
Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya”
antara lain pembangunan prasarana seperti jalan
layang (flyover), terowongan (under pass), kereta api
masal cepat (Mass Rapid Transit), dan kereta api

ringan cepat (Light Rapid Transit) .



Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan dalam
ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Huruf a
Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan
jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan
kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan
faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional
berdasarkan jenis Kkegiatan yang dikembangkan,
klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.
Huruf b
Simulasi kinerja  lalu lintas  dengan adanya
pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan
menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara
nas.onal berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan,
klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.
Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan
termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu
lintas yang diperkirakan timbul.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Hunrif e
Rencana pcmantauan dan evaluasi merupakan tanggung
jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun
dalam penanganan dampak.
Huruf f
Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau
dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi

fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan



pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “harus mendapat persetujuan dari Bupati
adalah pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan
infrastruktur yang berada di jalan Kabupaten atau yang
mempunyai akses langsung atau dampak lalu lintas yang
diperkirakan akan timbul ke jalan Kabupaten.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10
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